








DEMAK

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun tentang
Pelayanan Publik;

1.

2.

3.

4

lfang;Undang Republik tndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pernerintah Republik lndonesia Nomor g2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g Tenlan! pengaOaan
Barang/Jasa Pemerintah
Permen PANRB No 35_tentang pedoman penyusunan standaroperasionar
Prosedur Administrasi pemerintahan.
Peraturan 

^L-embaga 
Kebrlakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor

11 Tahun 2021 Tentang pedoman Ferencanaan Fengadaan aarang.tasa
Pemerintah
P_eratu ra n !-erbasa Kebrjakan pengadaan Baran g/Jasa pe meri n cah Nomor
12 Tahun l0!l Tenrang pedoman peraksanaan cengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui penyedia

5.

6.

7.

NOMOR SOP o27/SO?./9 -P?rJ /B?gJ / tx/2023
TGL. PEMBUATAN G....b.uY (F.M$YF LoL'
TGL REVISI

TGL. EFEKTIF ,ffiryN
$EIO

NIP 7 199803 1 007Ut

c
*

DAERAH
DEMAK

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP SOER$A*F;NI{fiDI4KONTRAK PENGAOAAN
BARANb,:}&AEdERINTAH

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PA/KPA:
Memilikr pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan
pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman
barang

2 Pelabat Penandatangan Kontrak (selanjutnya disingkat PPK) :

a. Perabat Penandatangan Kontrak adalah PA / KPA (Jika memperoleh
pendelegasian kewenangan menandatangani kontrak dari PA) / PPK (apabila
memperoleh tugas pelimpahan kewenangan menandatangi kontrak dari PA
atau KPA)

b. Memilki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak.
3. Kepala UKPBJ:

Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan pemilihan
penyedia

4. Pokja Pemilihan UKPBJ:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan hasil pemilihan penyedia
b. Memiliki kemampuan asistensi/pendampingan pelaksanaan kontrak Pengadaan

Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

5. Penyedia
L



1.

2.
3.
4.
5.
6.

SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

Barang/JasaStandar Prosedur

SOP

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan lnternet
3. Panduan Pengguna SPSE

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
sebagai bentuk kegagalan yang harusmaupun output dikategorikan

bertanggung jawab atas pelaksanaan yang
dibakukan dan ditetapkan.

oleh

atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagaidata
elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah
dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



No. Uraian Kegiatan
PPK

1 Mulai a
2. Menyampaikan hasil pemilihan

penyedia kepada PA/KPA/PPK
(Pejabat Penandatangan Kontrak) *

Berita Acara Hasil
Pemilihan

t hari Laporan Hasil
Pemilihan

J Menerima tembusan hasil
pemilihan penyedia r : -__-]

Laporan Hasil
Pemilihan

t hari Penyampaian
Hasil Pemilihan

4 Melaksanakan reviu terhadap
hasil pemilihan Penyedia:
a. Jika setuju, maka dilakukan

penerbitan SPPBJ
b. Jika tidak setuju, maka

menyampaikan penolakan
kepada Pokja

(a)

\Z_

Penyampaian
Hasil Pemilihan
Rancangan
Kontrak

t hari Keputusan
persetujuan/
penolakan
hasil
pemilihan
Hasil rapat
persiapan
penunjukan
penvedia

(b)

q Melaksanakan pembahasan
bersama dengan PPK terkait
perselisihan hasil pemilihan :

a. Jika tercapai kesepakatan,
maka proses dilanjutkan ke
penerbitan SPPBJ

b. Jika tidak terjadi kesepakatan
maka keputusan diserahkan
kepada PA/KPA

(b)

(a)

Keputusan
penolakan hasil
pemilihan
Bukti dukung

t hari Kesepakatan
atau tindak
lanjut
perselisihan
hasil pemilihan
ke PA/KPA

6. Memberi keputusan terkait
perselisihan hasil pemilihan :

a. Jika menolak, maka Pokja
melaksanakan evaluasi /
penawaran / Tender ulang

b. Jika menerima, maka PA/KPA
memerintahkan Pejabat
Penandatangan Kontrak
untuk menerbitkan SPPBJ

(b)

Laporan Hasil
Pemilihan
Keputusan PPK
terkait penolakan
hasil pemilihan

t hari Keputusan
PAJKPA
menyetujui atau
menolak hasil
pemilihan
(Tindaklajut
sesuai PeTLKPP
12t2021)

Pelaksana Mutu Baku Ket.

PA/KPA Kepala
UKPBJ

Pokja
UKPBJ Penyedia Persyaratan/

Perlenqkapan
Waktu Output

I
I



Uraian Kegiatan
Pelaksana Ket.

PA/KPA P PK
Kepala
UKPBJ

Pokja
UKPBJ Penyedia Persyaratan/

Perlenqkapan
Output

Melaksanakan penerbitan SPPBJ
dan Persiapan Kontrak

Laporan Hasil
Pemilihan
Rancangan
kontrak
Hasil rapat
persiapan
penunjukan
penvedia

t hari Rancangan
kontrak final

8 Melakukan pengecekan DPA:
a. Jika anggaran tersedia, maka

lanjut proses
penandatanganan kontrak

b. Jika tidak tersedia, lapor ke
PfuKPA

(b)

DPA Perangkat
Daerah

t hari Ketersediaan
Anggaran

9. Menerima laporan Pejabat
Penandatangan Kontrak perihal
ketidaksediaan anggaran DPA
dan membatalkan tender/seleksi

+O Laporan
ketidaksediaan
anggaran

t hari Tender/seleksi
dibatalkan

10 Pelaksanaan :

a. PejabatPenandatangan
Kontrak menandatanga ni
kontrak dengan Penyedia

b. Pokja UKPBJ dapat
melakukan monitoring dan
pendampingan proses
kegiatan

Rancangan
kontrak
Jaminan

t hari Kontrak
ditandatngani

I

11 Pelaksanaan :

a. Penyerahan Lokasi pekerjaan
(bila perlu)

b. Penerbitan SPMK untuk
Pekerjaan Konstruksi, Jasa
Lainnya, dan Jasa Konsultan
atau penerbitan SPP untuk
Penqadaan Baranq

Dokumen kontrak 14 hari SPMK/SPP

No.
Mutu Baku

Waktu

7.

I



Uraian Kegiatan
PPK

Kepala
UKPBJ

Pokja
UKPBJ

Persyaratan/
Perlenqkapan Waktu

12. Pelaksanaan Kontrak dan
pengendaliannya,
a. Penyedia menyelesaikan

pekerjaan, dan mengajukan
serahterima ketika sudah
selesai kepada PPK

b. Pokja UKPBJ dapat
melakukan monitoring dan
pendampingan proses
kegiatan

Dokumen kontrak
SPMl(SPP

Sesuai
waktu
kontrak

Laporan
pelaksanaan
kontrak
Pengajuan
serah terima

13. Melaksanakan pemeriksaan hasil
pekerjaan dan dituangan ke
dalam Berita Acara Hasil
Pemeriksaan :

a. Jika sesuai, maka dilakukan
penandatanganan BAST

b. Jika tidak sesuai, penyedia
harus memperbaiki sesuai
kontrak

(a)

(b)

Dokumen kontrak
Laporan
pelaksanaan
kontrak
Pengajuan serah
terima

t hari Laporan hasil
pemeriksaan

14 Menandatangani BAST Laporan hasil
pemeriksaan
Pengajuan serah
terima

t hari BAST

15 Mengajukan serah terima ke
PfuKPA

BAST t hari Serah terima
disampaikan ke
PA/KPA

to. PA/KPA meminta PPK
melaksanakan pemeriksaan
administrasi proses pengadaan

t[_f__l Laporan hasil
pengadaan dan
kontrak

t hari Serah terima
disampaikan ke
PPK

17 Pemeriksaan administrasi:
a. Jika tidak sesuai, lapor

PtuKPA agar PPK perbaiki
b. Jika sesuai, tandatangan BA

pemeriksaan administrasi

&)

Dokumen
administrasi proses
pengadaan

t hari Hasil
pemeriksaan
administrasi

No.
Pelaksana Mutu Baku Ket.

PA/KPA Penyedia Output

l-

(a)

f-f,



'18. PfuKPA meminta Pejabat
Penandatangan kontrak untuk
memperbaiki dokumen
administrasi serah terima hasil
pekerjaan

( )
Laporan
Pemeriksaan
administrasi

t hari Penugasan
PA/KPA untuk
perbaikan
administrasi

19. Pejabat Penandatangan kontrak
untuk memperbaiki dokumen
administrasi serah terima hasil
pekerjaan

LT
BAST
Penugasan
PA/KPA untuk
perbaikan
administrasi

t hari Perbaikan
administrasi

20 Menandatangani BA Hasil
Pemeriksaan Ad ministrasi .l

J

Hasil perbaikan
administrasi

I hari BA Hasil
Pemeriksaan
Administrasi

21 Selesai O

No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.

PA/KPA PPK
Kepala
UKPBJ

Pokja
UKPBJ Penyedia Persyaratan/

Perlenqkaoan Waktu Output











NOMOR SOP lx 2o23/b BJ

TGL PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DEMAK

PETERINTAH DAERAH
KABUPATEN NAMA SOP

71
BARANG/JASASOP

DAERAH
DEMAK

DASAR HUKUT KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor g2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tenlang perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g Tentran! pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Permen PANRB No. 35 tentiang Pedoman penyusunan standar operasional
Prosedur Admin istrasi pemerintahan.
Peratu ran 

_L_embaga Kebijakan pengadaan Baran g/Jasa pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 Tentang pedoman perencanaan Fengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ng/Jasa Pemerintah Nomor
Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Lembaga Kebijakan BaraPengadaan
1 2 UNTah 202 Pedoma nTentang Pelaksanaan
Pemerintah

lndonesia Nomor 25 TahunUndang-Undang tentang
Pelayanan Publik;

1. PNKPA:
PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa sampaidengan RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan
disampaikan kepada PPK

2. PPK:
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan

Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAKSpesifikasi
Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak.

b. Memiliki SertifikatPengadaan Barang/Jasa
3. Kepala UKPBJ :

Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan
asistensi persiapan Pengadaan Earang/Jasa

4. SDM UKPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KETERKAITAN PE RALATA N/P ERL E NGKA PA N

Komputer/scan ner/printer
Jaringan lntemet

1.
2.
3. SPSE

1.

2.
3.

Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa
SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
SOP n Pemilihan



4. SOP
5. SOP
6. SOP

Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi
Penyedia Prakualifi kasi

1. Pelaksana bertanggung
dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus

jawab atas pelaksanaan yang

oleh

elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat
daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan.

berkas-berkas atas tahapan pengadaan dan didata sebagai data

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



I

.t

Pelaksana

PA/KPA SDM
UKPBJ

r\egralan
PPK

Kepala
UKPBJ

Persyaratan/
Perlenqkapan Output

1 Mulai

2 Menyampaikan Rencana Umum
Pengadaan (RUP) dan Dokumen
Terkait Perencanaan Lainnya yang
sudah ditetapkan

-l
- RUP
- Dokumen lain

t hari RUP dan
Dokumen Lain
tersampaikan

3. Melaksanakan reviu :

a. Spesifikasi Teknis / KAK
b. Perkiraan Biaya / RAB

Draft Spesifikasi
teknis/ KAK
RKA PD
DPA/DIPA

2harr Laporan hasil
reviu Spesifikasi
teknis/KAK dan
Perkiraan Biaya

4. Memberikan persetuj uan spesifikasi
Teknis/KAK dan Perkiraan Biaya I
RAB

'l hari Persetujuan atas
Spesifikasi teknis/
KAK dan
Perkiraan Biaya

- Laporan hasil reviu
Spesifikasi
teknis/KAK dan
Perkiraan Biaya

5 Menyusun HPS dan Rancangan
Kontrak:
a. Jika diperlukan, menyampaikan

permintaan asistensi
penyusunan persiapan
pengadaan kepada UKPBJ

b. Jika tidak, maka dilanjutkan
dengan penetapan spesifikasi
teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak

(a)

- Spesifikasi teknis/
KAK

- Perkiraan Biaya
- DIPfuDPA

2hari HPS dan
Rancangan
Kontrak tersusun

6 Menunjuk SDM UKPBJ untuk
melaksanakan asiste nsi/
pendampingan penyusunan HPS dan
Ranca4gan Kontrak

Jil -l Surat Permohonan
Asistensi/
pendampingan

2 hari Penunjukan SDM
UKPBJ

7 Mendampingi dan mendukung
kinerja PPK dalam melaksanakan
penyusunan HPS dan Rancangan
Kontrak

+F Penunjukan SDM
UKPBJ

2hari Laporan
pendampingan
kepada Kepala
UKPBJ

t

No.
Mutu Baku

Keterangan
Waktu

I
-l

(



J

8. Menetapkan :

1. Spesifikasi Teknis / KAK
2. HPS
3. Rancangan Kontrak

Draft:
1. Spesifikasi Teknis/

KAK
2. HPS
3. Rancangan

Kontrak

t hari Ditetapkannya:
1. Spesifikasi

Teknis/ KAK
2. HPS
3. Rancangan

Kontrak
9. Menetapkan Dokumen Persiapan

Pengadaan

f-
I

[]

1. Spesifikasi Teknis/
KAK

2. HPS
3. Rancangan

Kontrak

t hari Dokumen
Persiapan
Pengadaan

10. Selesai

il

No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Keterangan
PA/KPA PPK

Kepala
UKPBJ

SDM
UKPBJ

Persyaratan/
Perlenqkaoan

Waktu Output



3l:2- 3

TGL. PEMBUATAN , 9
2023

TGL REVISI

I
TGL. EFEKTIF

e

DISAHKAN

NtP. 197 '17 1998031 007

DAERAH
DEMAK

DEMAH

PETERINTAH OAERAH
TEN NAMA SOP PEMI LIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

DASAR HUKUT KUALIFIIGSI PETAKSANA

tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor g2 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l Tentang perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 201g Tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

5. Permen PANRB No. 35 tentang pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan.

6. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

7. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2lienlang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Melalui
Penyedia

1 . Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 2009 1. PPK:
a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia

pascakualifikasi
b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum

(l(Al(Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak)
dan penerimaan laporan hasil pemilihan

c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pokja UKPBJ :

a. Memilik kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia
pascakualifi kasi (tender/seleksi)

b. Memiliki Sertiftkat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peserta:

a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan
secara elektronik dan terdafiar sebagai Pelaku Usaha di SPSE,
dan

b. Memilikikemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran



P E RA LATA NTPE RLE N G KA PA N

1. Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan
Barang/Jasa

2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. SOP Persiapan Pengadaan
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Baranq/Jasa

1 . Komputer/scanner/printer
2. Jaringan lnternet
3. Panduan Pengguna SPSE

PERINGATAN DAN PENDATAAN
I

2.

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang
telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait
perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan
masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai
proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.

KETERKAITAN



Uraian Kegiatan
PPK

Kepala
UKPBJ

Pokja
Pemilihan

Peserta Persyaratan/
Perlenqkapan

Waktu

1 Mulai

2. Menyampaikan U ndangan/
Pen gu muman Tender/Seleksi -l

lnformasi untuk
substansi undangan/
penqumuman

5 hari Pelaksanaan
Undangan/
Penqumuman

3 Melaksanakan pendaftaran dan
pengunduhan Dokumen Pemilihan

*

- Dokumen pelaku
usaha

- Email, dll

3 hari Pelaku usaha
terdaftar LPSE
Dokumen
Pemilihan
Diunduh

Jika belum
mendaftar

4 Melaksanakan pemberian penjelasan
Dokumen Pemilihan Penyedia :

a. Jika tidak mengubah dokumen
pemilihan maka dilanjutkan
dengan penyampaian dokumen
penawaran

b. Jika mengubah dokumen
pemilihan maka dilakukan
perubahan

c. Jika perubahan menyangkut
Spesifi kasi Teknis/KAK, HPS,
dan Rancangan Kontrak, maka
perubahan dilakukan dengan
persetujuan PPK

(b) (a)

Dokumen Pemilihan t hari Berita Acara
Penjelasan
Pekerjaan

5. Menerima usulan perubahan terkait
Spesifl kasi Teknis/KAK, HPS, dan
Rancangan Kontrak:
a. Jika PPK menyetujui perubahan

maka dilakukan perubahan
b. Jika PPK menolak perubahan

maka dokumen pemilihan
sebelumnya berlaku dan
dilanjutkan penawaran

(b) (a)

!

\ )

Berita Acara
Pemberian
Penjelasan (BAPP)
Usulan dan isi
perubahan dokumen

t hari Penetaan PPK
menyetujui atau
menolak
perubahan
Spesifikasi
Teknis/KAK, HPS,
dan Rancangan
Kontrak

No.
Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

I



Uraian Kegiatan
n

Waktu Output
Keterangan

Melaksanakan perubahan dokumen r)

I

Berita Acara
Pemberian
Penjelasan (BAPP)
Materi perubahan
dokumen

2hari Dokumen
perubahan /
Berita Acara

7 Menyampaikan / mengu nggah
dokumen penawaran L- - Terdaftar sebagai

peserta
- Materi perubahan

3 hari Dokumen
penawaran
terunggah

8. Mengunduh Dokumen Penawaran
a. Jika jumlah peserta terpenuhi

maka dilanjutkan dengan
pembukaan dokumen

b. Jika jumlah peserta belum
terpenuhi maka dilakukan
perpanjangan waktu

(a)

(b)

Akun SPSE 3 hari Dokumen
Penawaran

9 Melaksanakan perpanjangan waktu
pemilihan penyedia:
a. Jika jumlah peserta terpenuhi

maka dilanjutkan denga n
pembukaan dokumen

b. Jika jumlah peserta masih belum
terpenuh i maka tender/seleksi
dinyatakan oaoal

(b)

Tidak ada peserta
yang memasukan
penawaran

3 hari Dokumen
Penawaran

Dalam hal
terjadi sekali
gagaltender/
seleksi (8b)
maka dapat
dilanjutkan
dengan pe-
ngumuman

10 Melakukan pembukaan dan evaluasi
dokumen penawaran -+l---L-+ __l Unduhan Dokumen

Penawaran
Dokumen Pemilihan

6 hari BA Evaluasi
Dokumen
Evaluasi

11 Menetapkan Pemenang

- I

- Dokumen
Penawaran

- Kertas Keria I Tools

t hari BA Hasil
Pemilihan

Sesuai
kewenangan
penetapan

12 Mengumumkan Pemenang

-+
BA Hasil Pemilihan 'l hari Pemenang

diumumkan

No.
Pelaksana Mutu Baku

PPK
Kepala
UKPBJ Peserta

Percyaratan/
Perlenqkaoan

6.

I __l

I



fi

13. t hari Laporan
tersampaikan ke
PPK

Melaporkan hasil pemilihan
penyedia:
a. Jika tidak ada sanggahan maka

laporan hasil pemilihan penyedia
disampaikan ke PPK

b. Jika ada sanggah maka
dilanjutkan proses sanggah

(a)

(b)

- BA Hasil Pemilihan
- Dokumen

kelengkapan lainnya

14. SOP Sang-
gah/Sanggah
Bandinq

Peserta melakukan sanggahan
terhadap hasil pemilihan
(Dilakukan proses sanqqah)

L- Hasil pengumuman
pemenang

5 hari Sanggahan
tersampaikan

15 Menerima laporan hasil pemilihan
penyedia melalui SPSE.

Akun SPSE t hari Laporan Hasi
Pemilihan
Penyedia

Kepala
UKPBJ
menerima
tembusan

\I
16. Selesai c_l

No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KeteranganKepala
UKPBJ

Pokja
Pemilihan Peserta

Persyaratan/
Perlenokaoan Waktu Output
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DAERAH
DEMAK

I 199803 1 007
IA PRAKUALIFIKASI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN OEMAK

DASAR HUKUTI
I 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 25 Tahun 200g

tentang Pelayanan Publik;
' I Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 30 Tahun 2014
, tentangAdministrasiPemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 82 Tahun

20'12 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
I PengadaanBarang/JasaPemerintah
I 5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar
, OperasionalProsedurAdminis[rasiPemerintahan.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

I Pemerintah Nomor 11 Tihun 2021 Tentang pedoman
i PerencanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah
7. Peraturan Lembaga Kebijakan PLngadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O2l Tenlang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PPK:
a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia

pascakualifikasi
b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan addendum

(l(Al(Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau Rancangan Kontrak)
dan penerimaan laporan hasil pemilihan

c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pokja UKPBJ :

a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia
prakualifikasi (tender/seleksi)

b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peserta:

a. Memilikipemahaman dan kemampuan tentang pengadaan
secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE,
dan

b. Memilikikemampuan untuk membuat Dokumen Kualifikasi

1

:t
I



KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan
Barang/Jasa

2. SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. SOP Persiapan Pengadaan
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan lnternet
3. Panduan Pengguna SPSE

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang
telah dibakukan dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait
perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan
masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai
proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.



No.
Pelaksana Mutu Baku

Kepala
UKPBJ

Pokja
Pemilihan Peserta Persyaratan/

Perlenqkapan Waktu

Mulai

2 Menyampaikan U ndangan/
Pengumuman Prakualifi kasi --_l

lnformasi untuk
substansi
penqumuman

5 hari Pelaksanaan
Pengumuman

3. Melaksanakan pendaftaran dan
pengunduhan Dokumen kualifikasi

- Dokumen pelaku
usaha

- Email, dll

3 hari - Pelaku usaha
terdaftar LPSE

- Dokumen
Pemilihan
Diunduh

Jika belum
mendaftar

4. Melaksanakan pemberian penjelasan
kualifikasi

Dokumen kualifikasi t hari Berita Acara
Penjelasan
kualifikasi

Bila perlu

5. Menyampaikan / mengunggah
dokumen isian kualifi kasi

Dokumen isian
kualifikasi
lsian formulir
elektronik

3 hari Dokumen isian
kualifikasi
tersampaikan

6 Mengunduh Dokumen lsian
kualifikasi:
a. Jika peserta yang memasukan 3

atau lebih maka dilanjutkan
evaluasi

b. Jika peserta kurang dari 3 maka
dilakukan perpanjangan waktu

(a)

(b)

Peserta t hari Dokumen isian
kualifikasi
terunduh

7 Melaksanakan perpanjangan waktu
pemasukan dokumen isian
kualifikasi:
a. Jika peserta yag memasukan 3

atau lebih maka dilanjutkan
evaluasi

b. Jika jumlah peserta tetap kurang
dari 3 maka dinyatakan gagal
(dilaporkan ke PPK)

(a)

<_

Akun SPSE Pokja t hari Dokumen isian
kualifikasi
terunduh

Proses gagal
1 kalidapat
dilanjutan
prakualifikasi

Uraian Kegiatan Keterangan
PPK Output

1.

I
--_l

t-

I



No. Uraian Kegiatan
UKPBJ

B. Melakukan evaluasi dokumen isian
kualifikasi

Y

Dokumen Kualifikasi 5 hari - BA Evaluasi
Dokumen
Kualifikasi

- Daftar Peserta
Hasil Evaluasi
kualifikasi

9. Melaksanakan pembu ktian
kualifikasi.
a. Jika peserta lulus 3 atau lebih

maka dilanjutkan penetapan
hasil kualifikasi

b. Jika peserta yang dinyatakan
lulus kurang dari3 maka
prakualifikasi dinyatakan gagal

(b)

(a)

BA Evaluasi
Dokumen Kualifikasi
Daftar Peserta Hasil
Evaluasi kualifikasi

2hari BA Hasil
Pembuktian
BA Hasil
Penetapan

10 PPK menerima laporan hasil
pelaksanaan prakualifikasi yang
dinyatakan gagal, dan tembusan
diterima Kepala UKPBJ

Laporan kegagalan
hasil prakualifikasi

t hari Prakualifikasi
gagal

11 Mengumumkan hasil prakualifi kasi - BA Hasil
Pembuktian

- BA Hasil Penetapan

t hari Hasil kualifikasi
diumumkan

SOP
Sanggah

12. Selesai O

Pelaksana Mutu Baku
Keterangan

PPK
Pokja

Pemilihan Peserta Percyaratan/
Perlenokaoan Waktu Output

I


